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BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENBERIAN BANTUAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

BANTUAN KEUAN AN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

. bahwa ovganisasi Partai Politik merupakan salah satu

wadah wujud partisipasi masyarakat dalam
mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung
tinggi kebebasan, kesejahteraan dan kebersamaan:

. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran

administrasi Partai Politik perlu adanya bantuan dana yang
diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang
memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan

kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalarn APBD  dan  Tertib  Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik maka perlu diatur

mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan kepada
Partai Politik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu ditetapkan Tata
Cara Pemberian Bantuan Dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

'
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11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200_3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Leuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan ", aerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partaj Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5189);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dev-an Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 504 3);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201) tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5234);

Undang-Unda.ng Nomor !5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umurn (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor
117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5316);

—_— ey e Y e

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah [Lembarzn Negara  Republic

Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan }
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebag.imana telah
diubah " beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 535 1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuargan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2C17 Nomor 198); :

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
) BANTUAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

<« L.

2.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

sasiaial

kewenangan daerzh otonom

Bupat adalah Bugati Solok Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
disingkat DPRD acalah lembaga perwakilan ral
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S. Partai Politk adalah Organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara, serta memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya
disingkat dengan DPP Partai Politik adalah Pengurus Partai
Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan
hasil keputusan Munas / Konggres / Mukhtamar atau

sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen
Hukum dan rlak Azazi Manusia.

| 7. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC
Partai Politik atau sebutan lain adalah Pengurus Partai
Polittk di tingkat Kabupaten vang ditetapkan berdasarkan
hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lain

. yang ditetapkan olech Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

8. Bantuan keuangan adalah Bantuan Keuangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Solok Selatan yang diberikan secara
proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi
di Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah Kabupaten Solok
Selatan yang penghitungannnya berdasarkan jumlah,
perolehan suara dengan Prioritas penggunaan untuk
Pendidikan Politik.
9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan
pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab

setiap warga negara dalam kchidupan berbangsa . dan
bernegara.

-10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

: Daerah Kabupaten Solok Selatan, yang ditetapkan dengan
. Peraturan Daerah.

BABI
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Dalam r‘r}enunjang pendidikan Partai Politik dan o perasional
Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) B_antL.Jan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di

DPRD dengan penghitungannya berdasarkan jumlah
perolehan suara. :

hJ

(3) B.anu..xan Keuangan sebagaimana dimaksud pad
diberikan setiap tahunnya yang bersumber dari AP
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(1) Besamya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai
Politik perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara

a. Besarnya nilai bar.tuan PCT suara untuk Partai Politik yang
mendapatkan kursi A; DPRD adalah Jjumlah Bantuan
Keuangan yang hersumber dari APBD Tahun Anggaran

BAB II1

Bangsa dan Politik.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan
lainnya.

menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta

melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan
administrasj berupa : '

usunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat
Kabupaten atay sebutan lainnya yang dilegalisir oleh
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik
atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentu
AD/ART masing-masing Parta; Politik;
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perolchan kursi dan suara Partai Politk Hasil Pemilu
DPRD yang ailegalisir Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten:

d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang

dibuktikan dengan Pernyataan Pembukaan Rekening
3 dari Bank yang bersanglutan;

e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai
Politk dengan mencantumkan besaran paling sedikit
60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk
pendidikan politik, sebagaimana tercantum dalam
lampiran I Peraturan Bupati ini;

@ Laporan Realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun
anggaran sebelumnya yang telah diperiksa Badan
Pemeriksa Keuangan; dan

g Surat Pernyat-an ketua Partai Politik yang menyatakan
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam
penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-
undangan apabila memberikan keterangan yang tidak
benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya diatas materai dan menggunakan kop
surat Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan
bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

(2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan
ditingkat pusat, ditingkat propinsi atau ditingkat kabupaten,
pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik
dilakukan oleh Susunan kepengurusan Partai Politik
ditingkat kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan
Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian
Hukum dan HAM.

BAB IV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
| PARTAI POLITIK
Pasal 7
(1) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksus cele—

———
Pasal 5 ayat (3) di Verifikasi oleh Tim Verifikas: Xelengkaoan
Administrasi Pengajuan Permohonan Banriz- Seamgam
Partai Politik.

(2) Tim Verifikasi sebagaimanz dimaksud cacs zves (1 &5

C =Ca el | L) e
oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa cac- Folick demgas
anggota terdiri dari Perangkat Daerah dan Eomis Semiliee
Umum.
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(3)
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undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 11

Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 Ayat (3) bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;

b. Meningkatkan  partisipasi Partai Politik dan inisiatif
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara;dan/ atau

c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan
membangun  karakter bangsa dalam memelihara
persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politi< sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkaitan dengan kegiatan:

a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan
bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal
Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia:

b. Pemahamen mengenai hak-hak dan kewajiban Warga
Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya
politik; dan

c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan
berkelanjutan.

Kegiatan Pendidikan Polittk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan
kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya
politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 antara lain berupa :

a.

o oQ 0o

Seminar;
Lokakarya;
Dialog interaktif;
Sarasehan;

Workshop; dan

Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan
tugas dan fungsi partai politik.



/ Pasal 13

(1) Kegiatan operasional sekteratiat Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :

a. Administrasi Umum;

b. Langganan Daya dan Jasa;

c. Pemeliharaan Data dan Arsip;dan
d. Pemeliharaan Peralatan Kantor.

(2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan
dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a antera lain:

a. Keperluan ATK;
b. Rapat internal sekretariat;

c. Transport dalam rangka  mendukung kegiatan
operasional sekretariat;

d. Sewa kantor;

e. Honor tenaga _dministrasi sekretariat partai politik yang
berkompeten dibidang pengelolaan keuangan. -

(3) Kegiatan operasiona: sekretariat partai politik berkaitan
dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. Telepon dan listrik;

b. Air minum sekretariat;

c. Jasa pos dan giro;

d. Surat menyurat;atau

e. Media cetak dan elektronik.

(4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan
dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ antara lain:

a. Penyimpanzan data elektronik;dan/atau
b. Penyimpanan data manual,

(S) Kegiatan operasional sekrerariat partai politik berkaitan
dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:

a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekrctariat;dan/atau;
b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB vII
PELAPORAN DAN FERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14
(1) Partai Politik penerima bantuan keuangan ya-

éan APBD bertanggungjawab secars formal Gam p= - .
2=s penggunaan bantvan keuvangan yaog Soerme




(2) Partai Politik wajib membuat pernbukuan dan memelihara
bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan
keuangan.

(3) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban
Penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber
pada APBD. '

(4) Ketua atau sebutan lain Dewan Pimpanan. Czbang wajib
melakuken penutupan Kas pada Tahun Anggaran untuk
kondisi 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan, dan

jika terdapat sisa penggunaan anggaran wajib disetor ke
Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan.

(5) Format bukti setoran dari Partai Politik ke rekening Kas
Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Bupati ini.

(6) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari : :

a. Rekapitulas’ .calisasi penerimaan dan belanja Ba.ﬁtua.n
Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja

dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan;
dan

b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang
persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang
dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Partai Politik;

(7) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang
lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggungjawab

(Representation Letter} yang ditandatangani Ketua DPC atau
sebutan lain.

(8) Format Lapcran Pertanggurn.giawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(9) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam
lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Partai Politik wajib menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
keuangan yang bersumber dari Dana Bantuan APBD paling
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan

(2) Laporan Pf:rtanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain

Parta;

Politk kepada Bupati secara berkala 1 (satu) tahun sekali
setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Laporan pertanggur.giawaban sebagaimanz dimakeus paca

ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (sam: bulan seteliah

diperixsa oleh Badan Pemeriksa Keuangan



Pasul 16

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB VI
SANKSI
Pasal 17

Partai Polittk yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administrasif berupa
penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun
anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungawabannya
diterima oleh Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
. Kabupaten Solok Selatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya mermerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Juv) 2017
.' BUPATYI SOLOK SELATAN,
MUZNI
Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Jww) 2017

ARIS DAERAH EABUPATEN SOLOK SELATAN,

BERITA DAERAE EASTPATEN SCGLOE SELATAN TAETN 2017 SOMOR -



I : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR g 1L TAHUN 2017

TANGGAL : 't Jv™m 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANR
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KOP SURAT PARTAI POLITIK

FORMAT RENCANA AMGGARAN BIAYA
BANTUAN KEUANGAYF PARTAI rOLITIK ..ccoiiviiniiiniiiniiiiiiannens

JENIS VOLUME | JUMLAH
NO. JENIS PENGELUARAN KEGIATA | KEGIATA | ANGGAR| KET
N N AN

(Rp.)
1 2 3 4 ] 5

A. | PENDIDIKAK POLITIK
Lokakarya;

Dialog Interaktif;
Sarasehan;
Workshop;dan/atau
Kegiatan Pertemuan Lain
sesuai tugas dan
fungsinya

RO

. B. | OPERASIONAL
SEXRETARIAT

1. Admistrasi Umum

a. Keperluan ATK

b. Rapat Internal
Sekretariat

c. Transport dalam
rangka mendukung
kegiatan operasional
secretariat

d. Sewa Kantor

¢. Honor Tenaga ' |
Administasi |
Sckretariat yang : | ‘
berikompeten di bidang




*12. Langganan Daya dan

Jasa

a. Telepon dan Listrik

b. Air Minum

c. Jasa Pos dan Giro

d. Surat Menyurat
‘dan/atau

e. Surat Kabar Mingguan
atau Harian

3. Pemeliharaan Data dan

Arsip

a. Penyimpanan data
clektronik;dan/atau

b. Penyimpanan data

manual

4. Pemeliharaan Peralatan

Kantor «

a. Pemeliharaan
peralatan  elektronik

' kesekretariatan;dan/at

.‘ au

b. Pemeliharaan
Pperalatan inventaris
sekretariat

Mengetahui :

KETUA UMUM / KETUA BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

----------------------------------------------------------

. BU?ATI SOLOK SELATAN ’

'

MUZNI



O : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

. NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 Juv! 2017
TENTANG - : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan dibawah ini,
1. Nama
Jabatan : Ketua
Alamét

. 2. Nama

Jabatan : Sekretaris
£ lamat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan
anggaran bantuan keuangan parta: politik.

2. Kami bj.:rscdia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila
memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi
bantuan dana partai politik Tahun Anggaran.....yang kami sampaikan.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

. ........ R e
DPC

KETUA SEKRETARIS

MATERAI
Rp. 6.000,-

BUPATI SOLOK SELATAN,

Yl

o



L T roEiAaLlvUmAan DYraLlLl oV B oL ALY
/ NOMOR : TAHUN 2C17

TANGGAL : (2 Juwv! 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAR BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

BERITA ACARA VERIFIKASI

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTA’ ........... sos

Pada i Hari 0l ..o Tanggal ................. Bulan ............. Tabhun w.n: Tim
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor :

...........................

Tahun .....ccocevevvvvvnnnennn. TATEER]  orsnmmnsiniaei , telah melaksanakan verifikasi
persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ......... yang
diafules i Oleh DPC oiiiiiisiismmminimmrnsmmmrassnos

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administras: Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa partai ............ococoovveviiii... telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah
Kabupaten Solok Selatan yang didasarkar. pada hasil perolehan suara pada Partai
Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sclok Selatan pada Pemilihan
Umum Tahun ... sebanyak ........... suara sah X Rp. v = Rp.

.................

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan

Keuangan kepada Partai......................... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. :

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN

----------

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Pt o b por

olo(e(N]o|n]s(wNf-
e }—~ }~ }~ ==

BUPATI SOLOK SELATAN,




A4 L FoSSaAalvsaAaAa DurrninvivnosoniLaAaLlaAan
’ NOMOR g 4% TAHUN 2017

TANGGAL : 2 Juwm 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KTUANGAN PARTAI POLITIK
Nomor :

L

Pada hari ini ....... Tanggal ...... Bulan ..o Tahun
tangan dibawah ini :
1. Bupati Solok Selatan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah
.’ Kabupaten Solok Selatan yaitu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut PTHAK PERTAMA.
2. Fetua dan Bendahara DPC Partai

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

.............. yang bertanda

......... Kabupaten Solok Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan

Keuangan Partai Politik Tahun ....... kepada DPC Partai ........ Kabupaten Solok
Selatan sejumlah Rp. ...... Shrsenyany .+ dan PIHAK KEDUA menerima bantuan
keuangan tersebut dari Xuasa Bendahara Umum Daerah, melalui rekening Bank

DPC Partai ... Kabupaten Sclok Selatan.

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy Surat Perintah
Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD
melalui rekening kas umum diterima DPC Partai Politik yang bers

angkutan.
Padang Aro, 2017
| Pihak Kedua, Pihak Pertama,
. DPC ..... SRR akah An. Bupati Solok Selatan
Ketua Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
' Dan Politik
. Bendahara

BUPATI SOLOK SELATAN.

ML =)
MUZNT ZARARLS "




NOMOR
. TANGGAL :

17 Juenwn

PERATURAN BUPATI SOLCK SELATAN
17 TAHUN 2017
2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN

LAPORAN

PENGGUNAAN BANTUAN

PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN

PARTAI POLITIK

CONTOH P‘ENYETORAN SISA PENGGUNAAN ANGGARAN KE KAS DAERAH

Bamnik Nagari

SURAT SETORAN MODEL A

MODEL
A

Surat setoran yang sejenis yaitu yang ke

dalam tahun 20............. NO! coimns:

Sdr. Pen impin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di

Harap menerima uang banyaknya Rp.

dengan huruf

...................................................................................................................

...................................................................................................................

yaitu Penyetoran sisa Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai
Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan No Rek. 2301.0101.00286-6

...................................................................................................................

Sebagai tercantum pada daftar perincian terlampir.

Uang tersebut diatas telah diterima dan dibukukan pada :

R Y I i s s b erma e aamas s eSS s s
No veseeresrs SOMBRA wisisuisivivomsisivinsnnivessinin
................................... BB.vesisussansineasnis wusesvs @O mssssinvinising
BANK NAGARI
b i, )

LEMBAR

Setoran seperti ini yang paling akhir telah
dilakukan pada

............................................................

1) Jabatan dan tanda tangan
Sipenyetor,

BUPATI SOLOK SELATAN,

- "w‘_‘ﬁl.’/‘\
. i ‘!.

mm‘n(f
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2017

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUAN GAN PARTAI
POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTA! POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORA’,

PERTANGGUNGJAWABAN

PARTAI POLITIK

oooooooooooooooooo

ooooooooooooo

---------

-----------------------

Lapor in Pertanggungiawaban
Partai Politik sebesar Rp

penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan

-----------------------------

,yang telah diperiksa Badan Pemeriksa

Keuangan pada tanggal ................. »Bulan ... y TARYI i s crmscvanes
sebagai berikut :
NO. JENIS PENGELUARAN JENIS VOLUME REALISASI| KET
KEGIATAN | KEGIATAN (Rp.)

1 2 ' 3 < | 8
A. | PENDIDIKAN POLITIK

1. Seminar;

2. Lokakarya;

3. Dialog Interaltif;

4. Sarasehan;

S, Workshop;dan/atau

6. Kegiatan Pertemnuan Lain

B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT

1. Admistrasi Umum
a. Keperlian ATK

Sekretariat

d. Sewa Kantor

Sekretariat

} berkompeten di - bidang |

sesuai tugas dan fungsinya

b. Rapat Internal

c¢. Transport dalam rangka
mendukung kegiatan
operasional secretariat

e. Honor Tenaga Administasi

yang |

pengelolaan keuangan




2. Langganan Daya dan Jasa

a. Telepon dan Listrik

b. Air Minum

c. Jasa Pos dan Giro

d. Surat Menyurat dan/atau

€. Surat Kabar Mingguan
atau Harian

. Pemeliharaan Data dan

Arsip

a. Penyimpanan data
elektronik;dan/atau

b. Penyimpanan data

manual
. Pemeliharaan Peralatan
Kantor
a. Pemeliharaan peralatan
elektronikesekretariatan;
dan/atau

b. Pemeliharaan peralatan
inventaris sekretariat

Mengetahui :

KETUA UMUM / KETUA

EENDAHARA UMUM / BENDAHARA

BUPATI SOLOK SELATAN :

MUZNI A




VIl : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 2 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 17 Jowvi 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT FPERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (REPRESENTATION
LETTER)

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUN GJAWABAN
(REPRESENTATION LETTER)

KOF PARTAI

Nomor - —. Padang Aro, 7.8 IR
Lampran : ....... Kepada Yth :
. Perihal g Suf'at Representasi Manajemen Bapak Kepala BPK RI Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat
di- -
Padang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan
pemerikasaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK
RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partaj Politik atas

Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPD/DPC Partaj
Kabupaten Solck Selatan Tahun

yang terdiri atas :
. a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan
. Partai Politik (Parpol) dan rincian realisas;j belanja dana Bantuan
Keuangan Parpol per kegiatan; dan
b. Rekapitulasi barang persediaan pakai habis dan penggunaan jasa
yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan
dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parta;

Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam N cgeri



Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan

kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada

BPK RI selama pemeriksaan :

1.

.Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai
dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata

Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partzi Politik.

-Kami telah menycdiakan semua data dan -informasi yang

diperlukan kepada BPX RI.

. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah

dicatat dan dilaporkan dalam laporan Pertanggungjawaban.

RPDIDPC PRI i Kabupaten Solok Selatan memiliki hak

penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun
yang disewa untuk operasional partai politik.

- Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPD/DPC Partai

.......... Kabupaten Solok Selatan dipergunakan untuk pengeluaran.
Pendidikan Partai Politik dan Opresional Sekretariat.

. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahul adanya tindakan

pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya
diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.

. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja,

penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan
Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana bantuan

keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan
Pertanggungjawabar:.

-Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian internal dalam

hal :

a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban : transaksi-transaksi
telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadaj untuk
memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
sesuai dengan grinsip yang berlaku umum.

b. Ketaatan pada Peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

undangan.

TVET T e
e -“.'-.._“...-5‘

e e e LN —
e -

Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan k&
Perundangan-Undangan



Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada
BPK RI atas Laporan Pertanggunjawaban penggunaan Bantuan
Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD.

DPD/DPC PARTAL.............
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KETUA, .

BUPATI SOLOK SELATAN

T

MUZNI



